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Data Kota Padang Panjang” adalah asli dan belum pemah diajukan untuk
mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan atau doktor), baik di
Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.

Karya tulis ini mumi gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa
bantuan tidak sah dari pibak lain, kecuali bantuan dan arahan tim
pembimbing.

Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditalis atau
dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan
dicantumkan scbagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama
pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang
tclah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya scsuai dengan

norma dan ketentuan yang berlaku,
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ABSTRAK

Satu Data Indonesia merupakan sebuah produk kebijakan yang terbit melalui
Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia sebagai upaya
untuk menghadirkan kemudahan dan keterbukaan informasi data pemerintahan
kepada publik. Kebijakan SDI tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat, namun
diperuntukkan juga bagi pemerintah daerah, sehingga hal ini menjadi menarik ketika
kebijakan tersebut diimplementasikan. Sebab kebijakan ini masih dikatakan sangat
baru dan terdapat tantangan dan hambatan jika diterapkan oleh pemerintah daerah.
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi penerapan kebijakan Satu Data
Indonesia di tingkat daerah terutama di Pemerintahan Kota Padang Panjang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus, dan
menggunakan pendekatan purposive sampling dalam pemilihan informan. Teori
berdasarkan George C. Edward Il tentang implementasi kebijakan. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan satu data di Pemerintahan Kota
Padang Panjang dapat dikategorikan belum terimplementasi dengan maksimal.
Sebab, masih ada beberap hal yang menjadi tantangan dan hambatan bagi pelaksana
program satu data ini, yaitu berhubungan dengan sumber daya finansial yang masih
terbatas. Ketika satu indikator yang dikatakan oleh Edward belum terpenuhi secara
baik, maka implementasi kebijakan secara tidak langsung belum berjalan maksimal.
Walaupun ketiga indikator lainnya menunjukkan keberhasilan dan menjadi faktor
pendukung bagi keberlangsungan program satu data di Kota Padang Panjang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Satu Data Indonesia; Pemerintah Kota
Padang Panjang



ABSTRACT

One Data Indonesia is a policy product issued through Presidential Regulation no. 39
of 2019 concerning One Data Indonesia to provide convenience and transparency of
government data information. SDI policies do not only apply to the central
government but are also intended for local governments, so this becomes interesting
when these policies are implemented. Because this policy is still said to be very new,
and there are challenges and obstacles if the local government implements it. This
thesis aims to explain the implementation of the One Data Indonesia policy at the
regional level, especially in the Municipal Government of Padang Panjang. This
study uses a qualitative method with a case study method and a purposive sampling
approach in selecting informants. Theory based on George C. Edward I11 regarding
policy implementation. The results of this study indicate that implementing the one
data policy in Padang Panjang City Government can be categorized as not being
implemented optimally. This is because there are still several things that pose
challenges and obstacles to implementing this one data program, which is related to
financial resources that are still limited. When one indicator, said to Edward, has not
been appropriately fulfilled, the implementation of the policy indirectly has not run
optimally. However, the other three indicators show success and support the
sustainability of the one data program in Padang Panjang City.

Keywords: Policy Implementation; One Indonesian Data; Padang Panjang City
Government



